
M.enirnbang : a bahwa dengan teJah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan .Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka agar
pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupatcn Orobogan ch-pat bcrlangaung GeCClrU terarah,

terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Kebijakan
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten
Grobogan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebsgaimana dimaksud dalam
huruf a di atas, perlu menetapJcan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Pengllwasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintab

Kabupaten Grobogan Tahun 2018;

Menginsat : L Undang-Undang NomoT 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daeroh Kabupaten dalarn Linglrungan Propinsi Jawa

Tengah;
2. Undang-UndaDg Nomor 28 Tahun 1999 IcotangPcnyelcnggaraan

Negara yang BeISm dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

NomoT 75. Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 3851);

BUPAn GROBOGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEBIJAKAN PENGAWASAN

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERlNTAH KABUPATEN GROBOGAN
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambaban Lembaran Negara

RepubJik Indonesia Nomor 4389);

4. Undnng-Undang Nomor 23 Tahlm 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran, Negara Republik lodonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan
lTndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubJik

Indonesia Namor 5679);

5. Penltu:ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemcrintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambabaD Lembaran N~ra

RepubJik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerin1ah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PembjnsAn

dan Pengewasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah (RPJPO)

Kabupatcn Crobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E];

8. Peraturan Daerah I<abupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daernh

Kabupaten Grobogan Tahuo 2016-2021 (Lemba.ran Daerah

Kabupatcn Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);

9. Peramran Daerah Kabupaten Grohogan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembeotukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 NomoI' 4, Tambabnn

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 56);

10. Pcraturao Bupatf Grobogan Nomer 50 Tahun 2016 tentang

ICedudukan, Susunan Organisaei, Tugas Pokok, Pungai, Uraian
Tugas Jabatan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Grobogan
(Berita Daerah Kabupat:l!n Grohogan Tah1.U\2016 NOD1or 50);
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Pawl
Dalam Peraturan Bupati Ini,yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalabBupati Orobogan.

3. Pemerirrtahan Daerah adalab penyelenggaraan urusan

pemertntahan oleb Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya delam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indenesia
sebagaimana dimaksud dalsm Undang-Undang Dasar Negara
Republilc Indonesia 'rabun 1945.

4. Pemecintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemecmtanan yang menjadi 1rewenangan daerah otonam.

5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut lnspektorat sdalah

Inspek:torat Kabupaten Grobogan.
6. Kebijakan pengawasan adalah aeuan, sasaran dan prioritas

pengawasan dalam pelaksansoD pembinaan dan pengawasari dj

Iingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan atollspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada1ah

pr0SC3 kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pemermtahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan reru:;ana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Jain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi da1am

rangks memberikan lreyaki:nan yang.memadai bahwa kegiatan
telah <lilakssDJ.lrnn sesuai dengan t.olok ukur yang tehth

ditetapkan secara. efektiI dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemenntahan yang baik

9. Aparat,Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan
kewenangannya yang meliputi lnspelct.orat Jenderal Kementerian,
Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
lnspcktorat Provinai, dan Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PRMERIN'TAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN2018.
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BERITA DAERAH KABUPATENGROBOGANTAHUN 2018 NOMOR01.

t
Diundangkan diPurwodadi
pada tanggal 2 Januaci 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUP~iH"GROf~M,

Ditetapkan diPurwodadi

Pasal3
Peraturan Bupati inimulai berlaku pads tanggal diundanglcan.
AgaI eetiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalsm Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Pasal2

(1) Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
hagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) K~bijakan Pensawasan sebagnimaoo dim.aksud pada ayat (1)

disueun dcngan sistematika sebagedbc:rikut :
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II KEBIJAKANPENGAWASANi
BABm PROGRAM DAN KEGrATAN PENGAWASAN;
BAB IV WII.AYAHKERJAPENGAWASAN;
BAB V 1INDAK LANJU'l' HASILPEMERIKSAANOLEH BADAN

PEMERfKSAKEUANCANDANAPIP;
BAS VI KOORDINASIPENGAWASAN;DAN
BABVII PENUTUP.

(3) Kebijakan Pengawasan sehagaiman8 dimaksod pada ayat (1)
merupakan pedoman bagi APIP deJam melaksanakan

pemeriksaan diUngkungan Pemerintah Daerah,



A_ IATARBElAKANG
Ketentuan Pasal !.216Undang-Undang Nom.or 13 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tenrang Perubahan Kedua Mas Ulldang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa
lnspektorat Daerah mempunyai togas membanto Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewen.a.ngan
Daerah dan Tugas Pembanman oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan dalsm Peraturan Oaerab
~bupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Sul5UIllln Perangkat Dacrah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun
2016 tentang KedudUkan. SUsunanOrganisast, Tugas Pokok, Furigsi, Uraian
Tugas Jabatan Tata KClja lnspektorat Kabupaten Grobogan. Mendasari
ketentuan dalam kedua produk hukum daerab tersebut Inspektorat untuk dan
atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan Jrewenangannya selaku Aparat
Pengawasan Intern.Pemerintah (APlp), melakukan:
1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis a.tas pe1aksanaan uru.san -pemerintahan konkUren;

3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum diDaerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Persng,katUaerah

termasuk aknotabilitas keuangan Daerah, deIsm rangka -memperkuat dan

menunjang efektifitas Sistem Pengendadan Intern Pemerintah (SPIP).
Basil pengawasan yang d:ilakukan oleh Inspektorat tersebut diharapkan dapat
memberikan:
1. keyakjnan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan togas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingk.ungan Pemc:rintah Kabupaten Grobogan;

2. peringatan dini dan meoingkatkan efektlvitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan;

..

BABI

PENDAHULUAN

LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI GROBOOAN
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANQ
KERI,JAKAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPA'J'EN
GROBOGAN TABUN 2018
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2. meningkatkan penjaminan mutu etas penyelenggaraan Pemerintaban
Daerah; dan

3. meningl<:atkan kepercayaan masyarakat alas pengawasan APIP.

Kebijakao pengaW8lt8n alas pc:nyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahtzn 2018, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakulcan oleh Kemcntcrian, kementerian

teknis/)embaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagJl.i wakil

Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

B. 1'UJUAN

3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat: Daerah di lingkungan Pernerintah Kabupateo Grobogan;
4. saran dan masukan untuk dlJaku.kannyu. pcrbeilmn kondisi intern oleh

masing-masing Perangkat Daerah eli lingkungan Pemerlntah Kabupaten

Grobogan; dan
5. 8Ql'SlJl dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil

Nc:gara (ASN).
Dalam meJaksanalmn pengawasaD khuSUQ1}'1l perla Tahun Anggar.m

2018, salah satu aturan yang dapat dipedoman; adaJah Peraturau Mcntcri

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan eli

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peoyelenggaraan Pemerintahan
Dneroh Tahun 2018. Oleh k:arenanya agar pelaksanaan pengawasan di
Kabupaten Grohogen dapclt berlangsung selaras dengan kebijakan pengawasan

yang telah ditetapkan oteh Pemerintah Pusat dipandang perlu mengatur
tentaog Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun 2018, dengan berpedoman pads sistem

pengendalian intern pemerlntah, dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerinbaban Daerah.
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B. RUANG LlNGKUP PENGAWASAN
Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaxaan Pemerintahan Daerah di

llngkw~gan Pc;mcrintah KabupateD Grobog;ul Tahun2018, =eliputi!

1. Pengawasan Xeuangan dan Kinerja
Pengawasan Keuangan dan Kinetja bertujuan UDtuk memberikan saran
kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil
langkah-langkah 1)erhajicao, penyempumaan serta tindakan-tindakan lain
yang dapat memperlancar dan meningkatkan .lretertiban deism peJaksanasn

tugtl3 yang D1cnjadi~ggungjawabnya, dengan foleus :

a. aspek keuangan;

b. aspek pengelolaan barang milik daerahjsarana dan prasarana;
c. aspek pengeJolaan sumba daya manusia; dan
d. aspek tugas pokok dan fungsi.

2. Pe.merikSQPDDalam Rangka. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam nmgka penanganan pengaduaa ~t bertujuan
untuk melakukan iDvestlgasl serta menmoastanjun pengaduan atau
pelaporan oleb individu, masyarakat dan lembaga sebubungan dengan
adanya pelayanan pubJik atau perlalcuan kebijakan di Ungkungen

Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidale sesuai dengan ketentuan
peraturan perimdang-undangan.

Pemc:riksaan daJam rangka pcnangan.an pengaduan masyarakat dilakukan
me.lalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan rokus:
a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
b. penyalahgunaan wewenang;
c. bambatan dalam pelayanan publik;
d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

c. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintab (APIP) dan Aparat

Pencgak Hukum (APR) dalaID penangaaan pengaduan atau peIaporan
masyaraka1linglrup huruC a sampai dengan huruf d.

A. ARhB KEBIJAKAN PENGAWASAN
Arah kebjjakan pcngawaaan atas penyelengglUllBll Pemerintahan Daerah

di Iinglrungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, mcliputi
pembinaan dan pengawasan Perangk.at Daerah danjatau Unit KeIja Perangkat

Daerah di linglwngan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang dilaksanakan
sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

BAB Il

KEBIJAKAN PENGAWASAN
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3. Pcnguatan TQta Ke10la Pemerintahan Yang Baik
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilaksanakao melalui

Penegakan lntegritas, dengan fokus:
a. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penoegahan dan

Pemberantasan Korupai/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);

b. Pengelolaan Laporan Hana Kekayaan P1::jabatNcgara (LHKPN);

c. verifikasi Laporan Barta Kekayaan Aparatur Sipfl Negara (UiKASN);
d. penilaian Internal Zo.na Integritas untuk Mendapat Predikat OPD

Menuju WBK/WBBM; dan

e. Sosialisasi Unit Pengendallan Gratifikasi (UPG).

4. KegiatanReviu
Kegiatan reviu d.ilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas

bahwa dokumcn/laporan yang disajilaln telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuei dengan standar

yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

8. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah

b. rerin Laporan Keuangnn;

c. reviuLaporan KineIja lnstansi Pemerintah; dan

d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Evaluasi Kegjatan

TUjuan dilakganakannya Evaluasi Kegiatan adalah untuk memherikan

penilaian atas mutu dan eapaian pelaksanaan kcgistan yang tclah

dilakeanakan, dengan folms:

a. evaluasi Sistem Pengendalian lnternal Pemerintab (SPIP):

b. evnluasi Reform.asiBlrokrasi (RB);

c. evaluasi Tindak Lanjut Haail Pengawasan; dan

d. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:

1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;

2) ope:rasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan

3) penyelenggaraan koordina~ Tim Pcngawal dan Pengamanon

Pemerintah dan Pembangunan Daerab (TP4D).

6. Pengawasan Terpadu atau KeJjasama Pengawasan Goint audit)

Pengawasan Terpadu atau KeJjasama Pengawasan (joint audit) dilaksanakan

bersama dengan Inspektorat Jendcral Kementrrianflnspektorat

Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lnspeldorat

Daerah Provinsi dengan fokus pengawasan Dana Desa
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C. OBYEKPENGAWASAN

Obyek pengawasan melipuli:

a. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kexja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c. Sekolah (Satuan Pendidikan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Oaerah;

d. Unit Peloksana Telrnis Dinas Pusat Keseru.tan Masyaralmt (Puslc.esmas);
e. Pemerintah Desa;
f. seluruh kegiatan yang d;dona; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Kabupaten Gmbogan; dan

g. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dan Anggaran Pendapatan

dan Betanja NegBni dan/atau .l\nggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah
Provtnsi Jawa Tengab berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau
pemeriksaan bersama.

(SOP) di Bidangc. penyusunan Standard Operational Procedure
Pengawasan; dan

d. koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah); dan

c. Peningkatan kapasitas scrta kapabilitas APlP;

7. Kegiatan Pengawasan LBinnya
Kegiatan Pengawasan Lairmya di1aksanakan dengan foltus :

a. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasls

Akrual;
b. pendampingan danAsistcnsi Penyusunan Rencana KeJ:iadan Anggaran -

Satuan Kerja Perangkat Daerah;
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berikut:
" . teroal dan pengendalian pelaksanaana. peningkatan sistem pengawasan m

kebijalcan Bupati;
b. peningkatan profceionalisrne tcnaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan

c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
b t eli tas diiabarkan dan dilaksanakan dalamProgram-program terse u a ~

bentuk kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Utama Pengawasan, meliputi :

1. Pemeriksa.an Reguler Secara Berlcala;

2. Pengendalian. Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, meliputi pemeriksaan
penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksa.an dengan fokus obyek
ldlusus (pemeriksaan khusus);

3. Revill Rencana Kegjatan dan Anggaran - Satuan KeJja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD);

4. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah (RPJMD)
5. Reviu RecCQJUlKctja Pemerintah Oaerah (RKPD);

6. Reriu Lttporan Keuangan Pcmerintah Daerah (LKPD);

7. ReviuPenyerapan Anggaran, PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dan Dana
Desa;

8. EvaJuasi lmpiementasi Sistem AJcuntabilitas Kinerja Instansl Pemerintah
Oaerah (SAKIP);

9. Evaluw Sistom Pengendallan Intern Pemerintah (SPlP);
10. EvaJuasi BerkalaTemuan. Hasil Pengawasan;
11.Pe:rri1aianMandiriPelaksanaan Reformasl Birokrasi (PMPRB);

12.Venfikasi Iaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LBKPN)

13. Verifikasi Laporan HartaKekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan,

15. Pemantauan Tindak Lanjtn Rekomendasi Hasll Pengawasan (TLRHP);
16. Penyusunau Laporan E.valuasi Hasil Pengawasan;

17.Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi don WiJayah
Birokrasi Bersih dan MeIayani (WBK-WBBM);

lB.Pemberantasan Pungutan Liar Melalui Tim Sapu Bersib Pungutan Liar
(Saber PungIi);

19. Penyusunan Progxau, KeJja Pengawasan Tahunan (PKPr) Berbasis Risiko;

, __ L keb"aknn peo,""""'Q8QJlsebagxrimono d;rnnksudDengan memperhatikan w:u.u '\l "......

n -- ~ program pengawasan pada Tabun 2018 ditetapkan sebagaidslsm BAB ....

BAS III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN
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Pengjriman aparatnr pengawasan da1am pendidikan dan peJatiban (diklat)
sertifikasi/penjenjan,gaJl jabatan fun~onal dan diklat telmi.. substantiJ

dimaksudkan untuk men.ingkatJcan profesionalisme dan kemampuan

aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
Untulc mewujudkan peran APIP yang efektif daJam rangka peuye1e:nggaraan

pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan pembangunan
infrastruktur peningkatan kapabilhas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP
maupun kebijakan pengawasan yang berlalru di lingkungan Pemerintah
KAbupaten GrobosJ>n

seminar ke luar Daerab,

20.Kooroinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi
Pemberantasan Korupei; dan

21. PencrapanAplikasi Whistle BloWQSystem.

b. Kegi.atan Pemmjang Pengawasan

Kualitas basil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan

penunjangpengawasan, sebagai berikut:
1. Pcnyelcnggaraan pe1atihan dan pengemb9ngan aparatur pengawasan.

Apararur pengaw&AUl pcrlu mcngembQDgkan .....~ pengemhuan dan

ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang d.ikemas dalam

bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman pesert.a dildatjujian/sosiaHsasi/bintek/pelatiban/kursus/



Wilayah ke1ja pengawasan Inspekrorat meliputi se1uruh Perangkat Daerah

danj'atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang
terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan danpengawasan, yaitu:
1. wilayah keIja fuspektur Pembantu Wil.ayah 1 (Sam), terdiri dari :

a. !Cecpm0ta%l. meliputi:

1) KecamatanPu.rwodadi;

2) Kecamatan Toroh;

3) Kecarnatan Geyer;
4) Kecamatan Pulokulon; dan
5) Kecamatan Kradena:n..

b. DiDas/&dan/Satuan, meliputi:
1) Dinas Sosial;

2) DinaS KependudUkan dan Pencatatan Sipil;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan AsetDaemh;
5) Dinas Pemberd.ayaan Masyarakat dan Desa;

6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindtmgrm ADak dan Keluarga.
Berencana;

7) Satuan Polisi Pamong ?raja..
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi;

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Xecarnatan Ptmvodadi;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Teroh;
3) Unit Pelaksana Teknia Dinae Pendidikan Kecarnatan Geyer;

4) Unit Pclaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
5} UnitPeJa)q;ana Teknis Dinas Pendidikan Keeamatan Kradenan;

6) Unit Pelaksana Telmis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Purwodacli;

7) Unit Pelaksana Telmis Dims Dinas Peketjaao Umum dan Penataan
Ruang Kecamstan T01'Oh;

8) Unit Pelaksana Telmis Dinas Dinas Pekezjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Geyer;

9) Unit Pelaksana Telmis Dinas Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan PuIokulon;

10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas PekeJjaan Umum dan Peno:ta;an
Ruang Kecamatan Kmdenan;

11) Unit Pelaksana Teknis Dinas WorkShop;

BABIV
WILAYAH KERJA PENGAWASAN
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Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Konst:ru.ksi;
Uoit Peloksana Teknis Dines Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
ADak dan Kc:luargaBerc:ncana Kecnmtltan Purwodadi;

Unit PeJaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pcrlindungan

ADak dan KelUlll:p Berencana Kecamatan Torob;
Unit Pdaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
ADak dan Keluarga Berencana Kecawatan Geyer;
Unit Pclaksann Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Pulokulon;
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

ADak dan Keluarga Berencana Keeamatan Kradenan;
Unit PeJalrsana Teknis Dinas Pertanian Kecawatan Purwodadi;
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perta.n.ian Kecamatan Tomb;
Unit Pelak ....na Tc:~Dina8 Pertanirul KecamQtan Geyer;

Unit Pe1aksana Teknis Dinas Pertaman KecaW8Lan Pulokulon;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Kradenan;
Unit Pelaksana Teknis Dinas Petemakan dan Perikanan Pu.rwodadi
meJiputi wilayah kerja Keeamatan Pwwodadi, Kecamatan Toroh dan
Kecamatan Geyer;

24) Unit PclakMna Tclmis Dinll$ Terpadu Pete.makgn dan Perikanan
Kradenan meIipuli wilayah keIja ~tan Kradenan, Pulokulon dan

Gabus;
25) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Purwodadi;
26) Unit Pelaksana Teknis.Badan Pen:gelolaPendapatan Daerah Grobogan;
Z7) Unit PeJaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah WJ.roSa.ri;

28) Unil PelaksaDa Teknis Badan Pcngelcla Pendapatan Daerah Kradenan;

29) Unit PeJaksana Teknis Baclan Pengelola Pendapatan Daerah Godang;

30) Unit Pelaksana TeknisBadan Pengelola Pendapatan Daerah Gubug;
31) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Purwodadi dan Grobogan;
32) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Uwwn Glendoh, Nglejok, Danyang,

KalOl'lgan dan SunL
d. &kola.h Mcncngah Pertru:na Negeri, meliputi :

1) sekoIah Menengah Pertama Negeri 1 Pwwodadi;
2) Sekolah Menengah Pertama Negeri2 Purwodadi;
3) Sekolah Menengah Pertama Negeri3 Purwodadi;

4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwodadi;
5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwodadi;

6) Sc:kolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwodadi;
7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwodadi;

__

12)

13)

14)

Ls)

L6)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
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8) SeJroJah Menengah Pertama Negeri 1 Toroh;

9) Sekolah Menengah Peri.l:urulNegeri 2 Toroh;
10} Sekolah Menengah Pena.ma Negcri 1 Pulokulon;
11) Sekolah Menengah Pertama. Negeri 2 PulokUlon;

12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulokulon;
13) Sekolah Menenaah Pertama Satu Atap Negeri 4 Pulokulon;
14) Sckolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Karangrayung,
15) Sekolah Mc:ncngah Pcrtama SatuAtap Negeri 4 Orobogan;
16) SeJrolah Menengah Pertama Satu Atap Neger!2 Klambu;

17) Sekolah Menengah Pertama Satu Amp Negeri 4 Gubug;

18) Sekolah Menengah Pertama Satu Amp Negeri 4 Kradenan
e. Unit p..1akSAna Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1) Unit PeIa.k3ana Tclmi3 DUma Pueat KesehAtIlnMasyarnkat Toeoh I;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Ma:syaralmt Toroh .Il;
3) Unit Pelaksaoa Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyaralau Geyer I;
4) Unit PeIaksanaTeknis DinuPusat Kesehatan Masyaralcat Geyer 1I;

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kradenan I;
6) Unit Pelaksana Tl'.lmisDinas Pusat Kesebatan Masyarakat Kradenao Il;
7} Unit Pc1ak:saoa Tckni3 DinD.ePusat Keaebatan Masyarakat Purwodadl I;

dan

8) Unit Pelaksana Telmis Dinas Pusat Kesebatan Masyarakat Purwodadi U.

I, Baden Usaha Milik Daerab, yakni Perusahaaan Umum Daerah Pwwa
Aksa.ra

2. wilayah lcezja lnspektur Pembantu Wilayah n (dual. terdiri dari :
a. K=mnAtnn, meliputi :

1) Kecamatan Grobogan;

2) Kecamatan Tawangha!jo;

3) Kecamatan WlI'Osari;

4} Kecamatan Ngaringanj
SI Kecamatan Oabus.

b. Dinas/Badan/Sekretorio.t, meliputi :

1) Dines Pertanian;

2) Dinas Peternakan dan Perikanan;
3) Dinas Perhubungan;
4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
SJ Baden Perencanaan Pemhangunan Daerah;
6) Dinas Ketahanae Pnngnn;

7] Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;



c. Unit Pdaksana Teknis Dinas/Badan, meliputi:

1) Unit PeJaksane Telrnis Dinas Pendidikan K=amatanOroboganj

2) Unit Pdeksana Tcknis Dinas Pcndidikan Kecamatan Tawangharjo;

3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Wirosari;

4) Unit Pelaksana Telmis Dinas Pendidikan Kecematan Ngaringan;
5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidilcan Kecarnatan Gabus;
6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai La.tihan Ketja;
7) Unit Pelplcsana T..knis Dina.s Perta.nian Kecamatan Grobogan;

8) Unit Pelaksana Tekn.isDinas Perllmian Keeamatan Tawanghaljo;

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wirosari;

10) Unit Pclaksana Teknis Dinas Pertanian Keeamatan Ngaringan;

11) Unit PeJaksana Teknis Dinas Pertanian Keeamatan Gabus;
12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pertanian;
13) Unit P!-lokDODOTelrnis DinaB Laboratoriwn Pet 18••;8n;

14) Unit Pelaksane Teknis Dinas Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Grobogan;

15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Tawangluujo;

16) Unit Pelaksana Teknis Dinal' Dinas ~1UUl Umum dan PenatoAn
Ruang Kecamatan Wirosarij

17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekeljaan Umum dan Penataan
Rwmg xecametan Ngaringan;

18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Petemakan dan Perikanan WJrosari
meliputi wilayah kerja Keeamatan Wirosari, Tawanghatjo dan
Ngaringan;

19) Unit~Jak8()no Telmis Dinas DIlla.i Bc:nih Ikan;

20) Unit.Pda.Qana Teknis Dina .. Pusat Kesehatan Hewan;
21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan;
22) Unit Pelaksa.na ieknis Dinas Cadangan dan Tekno Park Pangan;
23) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindimgan

Anak dan Keluarga Berencaoa Kecamatan Grobogan;
24) Unit Pe1aksans Telmis Dinas Pcmberdayaan Perempuan, Perlindungan

ADak dan KeJuarga Berencana Kecamatan Tawanghaljo;
25) Unit Pe1aksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Wirosari;

26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngaringani

27) Unit PelaksAOATeknis Dinae Pcmbcrdayaan Perempuan, .Perliruitmgan

Anak dan Keluarga Berencana .Kecamatan Gabus;
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28) lInit Pelakaana Teknis Dinas Pasar Umum Godong dan Pasar Hewan

Kctitang;
29} Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Gubug dan Tegowanu;
30) Unit Pelaksana Teknis Dinas terminal Wllayah Barat mcliputi terminal

Oubug dan terminal ~ungj3ti;

31) lInit Pelaksana Teknis Dinaa Tenninal Wllayah Tengah meliputi

terminal Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Purwodadi dan te.. lljllsl
Godongdan

32) Unit Pelaksaoa Teknis Dinas Terminal Wilayah Timur meliputi terminal

Wirosan dan terminal Sulursari.
d. Sekolah Mencngab. Pcrtnz:oa (SMP)Negeri, meliputi :

1) Sekolah Mcnengah ~rtama Ncgeri 1 Geyer;

2) Seko.lahMcocngah Pertama Negcri2 Geyer;

3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Geyer;

4) Sekolah Menengah PertamaNegeri 4 Geyer,
5) Sekolah Menengah PertamaNegeri 1 Gabus;
6} Sekolah Mencngah Pertruna Negeri 2 Gabus;
7) SekoJab. Menengah PertamaNegcri 3 Oabu,,;

8) SekoJah Menengah PertamaNegeri 1Wirosarl;
9) Sekolah Menengah PertamaNegeri 2 Wirosari;
10) Sekolah Menengah Pertama Negerl3 Wirosari;

11) Sekolah Menengah Pe:rtamaNegeri 1 Ngaringan;
12) Sekolah lIlencngah Pertama Negeri 2 Ngaringan; dan

13) SekoJab. Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 GabU8;
14) Sekolah Menengan Pertama Saru Atap Negcri" WJI'O--nj

15) SekoJah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 5 W'lI'Osa.ri;
16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 6 Wtrosari;
17) Sekolah Menengah Pert:ama Satu Atap Negeri5 Oabus;
18) Sckolah Mencngah Pertama Satu Atap Negeri 5 Geyer

c. Unit Pe!ak-sana Tclmis Dinas Pusat Keachatan Masyarakat, meliputi:

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wu-o:sa.riI;
2) Unit PeJaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat W'JI'OSIU'i D;
3) UnitPelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaringan 1;
4) Unit Pelaksana TelcnisDinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus 1;
5) UnitPelaksanc Tcknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus D;

6) lInit Pelaksana Telcnis Dinas Pusat Keaehatan Masyarakat PWobllon I;
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat KesehataIl Masyarakat Pulokulon II.

I. Badan Usaha Mllik Daerah [BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum
Purwa Tirta Dbarma Kabupaten Grobngao

•
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3. wilayah ke.rja Inspektur Pembantu Wilayah ill [tiga], terdiri dari :

a. Kecamatan. meliputi :
1) Keeamatan. Penawangan i
2) K~camatan Godong;
3) Kecamatan. Karangmyung;

4) Kearnatan Brati.; dan
5) Kecamatan KJambu.

b. Dinas/Badan/Sekretariat, meUputi :

1) DinasPendidikan ;
2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3) Dinae Koperaai. UsahA Ke<:il dan Menengah;

4) DinasPernmaban Rakyat da.n Kawasan Pemllkirnan;

5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
6) BadAn Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Unit Pe)akssna Teknis Dinas/Badan, meliputi :

1) Unit Pcla1csona Teknis Dina. ppndidjkan Kecamatan Penawangan;

2) Unit Pelaksanll Teknis Dinas Ptmdid;kan Kecrunatan Godong;

3) Unit Pelaksana TeJmiSDinas Pendid1kan Kecamatan lum111gt'1lyung;

4) Unit PeJaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bmti;
5) Unit Pclaksans Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Klambu;
6) Sablan .Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar;
7) Unit J>clalmano TeJm.isDina. Sarana dan Prasarana Ols!hRaga;

8) Unit Pelaksana Tcknis Diwu Obyek Wisataj

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Penawangan;

10j Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian liecamatan Godong;
11)Unit PeJaksana Teknis Dinas Putanian Kecamatan Karangra,yung:;
12)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pcrtan.ian Kecamatan Brati.;

13)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian KecamatBn Klambu;

14) Unit Pelaksana Tcknis Dinas Pctcrna.kan dan Perjlranan Grobogan

meliputi wilayah ketja Kecamatan Grobogan, Bratidan Klambu;
15)Unit Pelaksana Teknis Dinas PekeIjaan (Jmum clan Penataan Ruang

Keca rnatanPenawangan;

16)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekeriaan Omum dan Penataan Ru.ang
Keoamatan Godong;

17)Unit Pelaksana Tcknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kecamatan Karangrayung;

18)Unit Pelaksana Teknis Dinas PekeIjaan Omum dan Penataan Ruang
KecaIDatan Brati;
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ADak dan Keluarga Berencana Kecamatan J<lambu;
d. Sekolah Menengah Pertama (SMP)Negeri, meliputi :

1) Seko4th Menengah Pertama Negerll Penawangan.

2) Sekolah Meoengah Pertama Ncgeri 2 Penawangan.

3) Sekolah MenengahPertama Negeri 1 Karangrayung.
4) Seko.1ahMenengahPertamaNegeri 2 Kazangrayung.
5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangrayung.

6) SekoJah Menengah Pertama Negeri 1 Godong.
7) Sekolah MenengahPertamaNegeri 2 Godong.

8) Sc:kolah Mc:nengah PertamaNegeri 3 Godong,

9) ::lekDlahMenengah Pertama Negeri 1 Oxobogan.

10) SekDlahMeneDgah-Pertama Negeri 2 Grobogan.
11)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tegowanu.

12)Sekolah Menengah PertamaNegeri 2 Tegowanu.
13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegowanu.
1....)SekolahMcnmgah PertamaNc:seri1JCIambu.
15)Sekolah Menengah Penama Satu Atap Negeri 3 Grobogan.

16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Ngaringan.
17) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Ngaringan.

18) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Pena.wangan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi ;

1) Unit Pelaksana Teknia Dinas PusatKesehatan Masyarakat Grobogan;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas PusatKesehatan Masyarakat Godong I;

Perikanan Gedong

Penawangan dan
20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan

meJiputui wilayah ke.tja Kecamatan Godong,
Karangrayung;

21)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umum Kuwu dan Pasar Tuko;
22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Umwn Wirosari.
23) Unit Pelakeana Teknis Dinas Pcmberdayaan Pe:rem:puan, Perlindungan

ADak dan Keluarga Berencana Kecamatan Penawangan;

24) Unit Pe1akssna Teknis Dinas Pemberdayaan Perempnan, Perlindungan
ADak dan Keluarga Berencana Kecamatan Godong;

25) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangrayung;

26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pcmberdayaan Perempuan, Perlindnngan

ADak dan Keluarga Berencana Kecamatan Brati;
27)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberclayaan Perempuan, Perlindungan

•

19) Unit Pelaksana Teknis Dinas PekeIjaan Umum dan Penatsan Ruang

Kecamo.tan J<lombu;
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3) Unit Pclelrnana Teknis Dinas Pusat Kexhatan Masyarakat Oodong D;

4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyara.lmtK1ambu I;
5) Unit PelaksanaTeknis Dinas Pusat Kel!ChatanMasyarakat Brati;
6) UnitPelaksana Tekn;s Dinas Pusat .Kesehatso Ma.syarak.al Tawangbaljoj

7) Unit Pelaksana Teknis DiDas Pusat Kesehatan Masyarakat Penawangan I;
8) Unit PelaJesana TeJrois Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat PenawanganD.

f. Badan Usahe, Milik Dacroh PerusahaAn Daerah Bank Pedcreditan Rakyat
Bank Purwa Artha Kabupaten Orobogan.

4. wilayah ketja Inspektur Pembantu Wilayab IV (empat), terdiri dari :
Q_ Kecamatan, melilluti :

1) Kecamatan Gubug;

2) Kecamatan Tegowanu;

3) Kecamatan Tanggungharjo;
4) Kecamstan Kedungjati.

b. Dinas/Badan/Kantor, meliputi:
1) DioasKesehatan;
2) Dims Komllnjlcaqj dan Informatika;

3) Dinae Pcrindustrian dan Ferdagaogan;
4) Dinas Linglrungan Hldup;

5) Dinas Penanaman Modal dan PeIa:yarnmTerpadu Satu Fintu;

6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
7) Badso Penanggulangan Bencana Daerah;
8) Rumah $akit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. meliputi :
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gubug;
2) Unit Pel.aksa.na Tcknis Oinas PeDd;dikan Kcc_matan Tegowrmu;

3) Unit Pe1aksana Teknis Dinas Pendidikan Keeamatan TanggungluujOj
4) Unit Pe1aksana Teknis Dinas Pendidikan Keeamatan Kedungjati;
5) Unit Pe1aksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
61 Unit Pelaksana I'eknis Dinas Gudang Farmasi;
7) Unit Pelaksana Tcknis Din.a.s Perto.nian ICecamatan Gubug;
8) Unit.Pelakaana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Tegowanu;
9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatlln Tauggungharjo;
10)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Kedungjati;

11)Unit Pelaksana Teknis Dinas Dines Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Gubug;

12)Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kecamatan Tegowanu;
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13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Peketja.an Umum dan Penataan

Ruang Kecaroatan 1'8ngguJ'1ghatjo;
1-4)Unit Pe!alcsana Tcknis Oioaa Oinas Pekc::rjaan Umum dan Pen"""m

Ruang Kecamatan Kedungjati;

15)Unit Pelaksena Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Gubug meliputi

wilayah keIja Kecamatan Gubug, Tegowanu, Kedungjati dan
Tanggungbar,jo;

16) Unit PeJaksana Tek:njs Dinaa Pelayanan clan Peri.kanan OociODg meliputi

wilayah kcIja Kecamatan Oodoug, Peoawanf9Wdan Kan:tngrayung;
17)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan Knnden ;

18)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Kdu.arga Berencana Kecamatan Gubug;

19)Unit Pelaksana Tcknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perundungan
ADak danKeIu.arga Berenc:ana Krcamatan Tegowanu;

20) Unit Pelaksena Teknis Dinas Pemberdayaan Pe1empuan, Perlindungan

ADak dan KeJuarga Berencana Kecamatan TanggunghaIjo; dan
21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kedungjati.
22) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan !.imhah Ba.han

Berbe.haya Beracuo Oubug cneliputi wilayah kcIjo. .melipiati wiIaJah kctja

Kccamatan Gubug, Kecamalan Tegowanu, KecamataD Kedungjati dan
Kecamattm Tanggunghaljo;

23) Unit PeJaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun Purwodadi meliputi wilayah keJja Kecamatan
Purwodadi, Kecamatan Tomb dan Kecamatan Geyer;

24) Unit ~sana Teknis Dln4s PengeloIaa.n Sampah dan Limbah Bahan

Bcrbahaya Beracun Kradenan meliputi wilayah kerja Kecamatan
Kradenan. Kecamatan Pulolrulon dan Kecamatan Gabus;

25) Unit Pelakaana Teknis Dinas PengeloJaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun W"u-osari meliputi wilayah kerja Kecamatan Wrmsari.
Kecamatan Tawangluujo dan Kecamatan Ngaringan;

26) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun Grobogan meliputi wilayah ketja Kecamatan
Orobogan, Keeamatan Brati dan Kt'CamatanKlambu;

27) Unit PeJaksana Teknis Dinas Pengelolaaa Sampah dan Umbah Bahan
Berbahaya Beracun Godoag meliputi wilayah keJja Kecamatan Godong,
Kecama tanPenawangan dan Kecarnat:m Karangrayung;

28) Unit Pelaksana Teknis Dinas Telllpat Pemrosesan Akhir;
29) Unit Pe1aksana Teknis Dinas Workshop Kendaraan OperasionaL
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d. Sekolah Menengah Pcrtama (SMI') Negeri, me1iputi :

1) SekoJah Menengah Pertama Regeri 1 Gubug;
'2) SekoJah Menengah Pertama Negeri 2 Gubug;
3} SekoJah MCDcngah I'crtam.a Negcri 3 Oubug;

4) Sekolah Menengab Pertama Negeri 1 Tanggungharjo;

5) Sekolab Menengah Pertama Negeri 2 Tanggungharjo;

6) Seko1ah Menengah Pertama Negeri 1 Kradenan;
7) Sekolah Menengah Perlama Negeri '2 Kradenan;
8) Sekolab Menen.gnh Pertama Ncgcri 3 Kradenan;

9) 5ekolab Menengah Pertama Negeri 1Tawangbarjo;

10) Sekolah Menengab Pertama Negeri 2 TawanghaJjo;
11) Sekolah Menengab Pertama Negeri 1 Brati;
12) Sekolah Menengab Pertama Negen 1 KedUDgjati;

13) Selcolab Menengah Pertama Negeri!2 Kedungjati:

14) Sekolah Mencngah Pertama Satu Atap Negeri 3 Kedungjati;

15) Sclwlah Menengah Pertama SIlWAtap Negeri 2 Brati.

16) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 4 Kcdungjati;

17) Sekolah Menengah Pertama SatuAtap Regeri 3 Torob;

18) Seko1ah Menengah Pcrtama Satu Atap Regeri 3 Tawangluujo
e. Unit Pelaksana Telmis Dinas Pusat Kesebat.s.n Masyorakat, mcliputi :

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

Kamngrayung J;

2) Unit PeJaksana Teknis Dims Pusat Kesebatan Masyarakat
Karangrayung H;

3) Unit Pe1akaana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gubl.1gI;

4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Krsehatno Masyarakat Gubug H;

5) UnitPel.aksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjati ;

6) Unit PeJaksaoa TeJmis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tegowanu;
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatao Masyarakat

Tanggungharjo;
I, Baden Usaha Milik Daerah. (BUMD) yakni PerusahaaD Do..erah BPR BRK

Purwodadi
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Tindak lanjut basil pemerlksaan Badan Pemeriksa Keuangan danpenga.wasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APlP) dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:
a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pe).ak.sanaan ttn.dak

lanjut basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. dan pengawasan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
b. Wo.kil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut basil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangnn dan pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Pimp1nan Peran,gkat Daerah

dan!atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan

Badan Usaha MilikDaerah eliLinglrungan Pemerintah Rabupaten Grobogan;
c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit ketja Perangkat Daerah, Aparatllr

Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di I..ing1ru.ogan

Pemecintah Kabupatm Grobogan wajib JDelaksanakan tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendaai danl atau saran
da]am LaporanHasil Pemeriksaan paling lambat 60 (enam pulUh) hari kalender
setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;

d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur
Sipil Negara, dan Pimpinan Bacian Usaha Millk Daerah eli Lingkungan
Pemezintah Kabupaten Orobogan wajili JDelaksanokan tindnk lanjut ha:sil

pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selain Inepektorat

sesuai rekomendasi dan/sarandalam LaporanHasil Pe.meriksaan paHng lambat

30 (tigapuluh) harikalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atan unit kerja Perangkat Daerab, Apar:atur

Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah eli Lingkungan
Pemeeintab Kabupaten Grobogan wajib JDelaksanakan tindak lanjut basil

pemeriksaan Inspektorat sesuai rekomendasi dan/ saran daJam Laporan Basil
Pemeriksaan paling lambat 15 (lima beI.as) barf kalender seteJah diterimanya

Laporan. Hasil Pemeriksaan; dan
f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) han Pimpinan Perangkat Da.e:rahdan/ atau

unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan
Usaha.MjJjkDaerah diLinglrungan Pemerintnh Kabupatcn Grobogan tidak dapat

menyelesalkan tindak lanjut terkait, keuangan negara, maKA Inspektorat

menyeran kan kepacla Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan

BABV

TINDAK I..ANJUT HASIL PEMERIXSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DAN APARAT PENGAWASAN IN1'ERNPEMERINTAH

•



g. Apabila Icbm dari 60 (enam pulub] hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau
unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara. dan Pimpinan Badan
Usaha Milik Daerah di LingkUngan Pt:merintah Kabupaten Grobogan tidak dapat

menyelesaikan tindak lanjut yang tida.t t:erkait indika"j keuangan negara, maka

Walcil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah

dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusaha.an Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupatea Grobogan, untuk disampaikan kepada
Bupati sebagai bahan pertimbangan dala.m pengambilan keputusan.
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Inspekwrat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan PmyeIenggaraan ?
PemerintabaD Daerah kepada Bupati, denzan tembusan kepa<: Wakil Bupati;)­
Sek:rctaris Daerah, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Baelan
Pemeriksa Keungan Perwaki1an Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Penmgkat
Oaerah dan/atau unit kelja.Perlmglcat Daerah. ApHIatw"Sipil N'~ dml Pimpinan

Badan Usaha Mil.ik Daerah.

BABVl

LAPORAN HASIL PENGAWASAN



pelaksanaan pemeriksaan,

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh Inspektorat
Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakulcan

pemeriksppn lebib dari 1 (sahl) k.o.li deognn ketentuan;

1. peweriksaan dapat dilaklIanakan oleh APIP yang sarnA atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Unruk mewujudkan efektivitas pengawasan Intern pemerlnrshsn di Daerah,

Inspektorat meIakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi Jawa

Tengah. Kegiatan pengawasan yang diJaksanakan mencakup :
a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawa.san antar jo.jaran APIP perlu diJokoooolmn guna

mcmperoleh Jcesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan,
memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih

BAB VII
KOORDINASI PF-NGAWASAN
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f-SRIS~

•

Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan lntem Pemerintah Kabupaten

Grobogan 'rabun 2018 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh .kegiatan

Inspektorat menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan
internal Pemerlntah Daerah.

Kehijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten

Grobogan Tahun 2018 clih:arapkan menjadi pedoman bagi APfP di Lingkungan
Pemerintah Daerah dalarn melakukan perencanaan, pe1aksanaan dan pelaporan
pengawasan pada tahun 2018.

t

BAB VlIl
PENUTUP
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